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ABSTRACT 

This study examines the differences between national inheritance law as regulated in the Civil 
Code (KUHPerdata) and Javanese customary inheritance law, which is still applied in some 
Indonesian communities. National inheritance law emphasizes the principle of formal justice, 
namely the equal distribution of inheritance between sons and daughters without distinction of 
role or status within the family. In contrast, Javanese customary inheritance law is based on 
family values and social philosophy, where inheritance distribution takes into account the 
contributions, responsibilities, and needs of each heir. This study aims to identify the differences 
in principles, philosophical foundations, and social implications of these two legal systems in 
the context of justice and their application in society. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas perbedaan antara hukum waris nasional yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan hukum waris adat Jawa yang masih 
diterapkan di sebagian masyarakat Indonesia. Hukum waris nasional menekankan prinsip 
keadilan formal, yaitu pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan 
perempuan tanpa membedakan peran atau kedudukan dalam keluarga. Sebaliknya, hukum 
waris adat Jawa berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan filosofi sosial, di mana 
pembagian warisan mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, serta kebutuhan 
masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan prinsip, 
dasar filosofis, dan implikasi sosial dari kedua sistem hukum tersebut dalam konteks keadilan 
dan penerapannya di masyarakat. 

Kata Kunci: Komparasi, Hukum, Waris, Jawa, Nasional 
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PENDAHULUAN 

Diì Iìndonesiìa memiìliìkiì lebiìh dariì satu siìstem hukum yang ada dan masiìh 

berlaku hiìngga saat iìniì. Hukum hukum tersebut berjalan beriìriìngan dengan 

siìstem hukum nasiìonal yang ada diì Iìndonesiìa. Salah satu hukum yang berlaku 

tersebut adalah hukum adat. Hukum nasiìonal Iìndonesiìa berjalan beriìriìngan 

dengan hokum adat yang ada diì Iìndonesiìa, tetapiì dua hukum tersebut memiìliìkiì 

perbedaan dalam penerapannya. Salah satu perbedaan penerapan hokum 

nasiìonal dengan hukum adat adalah pada pembagiìan wariìsan dariì pewariìs 

kepada ahliì wariìs. 

Hukum wariìs pada hukum nasiìonal diìatur dalam kiìtab undang undang 

hukum perdata atau yang biìasa diìsebut dengan KUHPerdata. Hukum wariìs pada 

KUHPerdata menekankan pada pembagiìan wariìsan yang merata pada semua 

ahliì wariìs. Hukum tersebut menekan kan pada kesamaan porsi ì setiìap ahliì wariìs 

tanpa membedakan tanggungan, jeniìs kelamiìn serta peran sang ahliì wariìs. 

Hukum iìniì lahiìr dariì pemiìkiìran barat yang menjunjung tiìnggiì kepastiìan hukum 

dan persamaan hak iìndiìviìdu diì mata hukum (equaliìty before the law). Seperti ì 

yang kiìta ketahuiì hukum KUHPerdata kiìta merupakan salah satu wariìsan dariì 

coloniìal belanda yang masiìh berjalan hiìngga saat iìniì. 

Diì Iìndonesiìa memiìliìkiì begiìtu banyak adat salah satu nya adalah adat Jawa. 

Diì adat Jawa terdapat hukum yang mengatur mengenaiì pembagiìan wariìsan 

kepada ahliì wariìs dariì pewariìs. Pada hukum Jawa wariìsan diìbagiìkan kepada ahliì 

wariìs diìbeda beda kan tergantung bagaiìmana ahliì wariìs dan siì pemberiì wariìsan. 

Biìasanya ahliì wariìs yang akan menjaga orang tua akan mendapatakan wari ìsan 

lebiìh banyak sebagaiì tanda jasa karena telah menjaga pewariìs. Ada juga 

pembagiìan wariìsan yang diìbedakan berdasarkan keadaan ekonomiì ahliì wariìs. 

Diìmana ahliì wariìs yang memiìliìkiì keadaan ekonomiì yang kurang baiìk 

diìbandiìngkan ahliì wariìs laiìnnya mendapatkan wariìsan yang lebiìh banyak 

diìbandiìngkan yang laiìnnya. Hal iìtu diìkarenakan kebanyakan pewariìs takut 

diìmana ahliì wariìs yang akan iìa tiìnggalkan akan kesusahan mengalamiì hiìdup 

setelah iìa tiìnggalkan. Sedangkan yang keadaan ekonomiìnya cukup baiìk akan 

mendapatkan wariìsan lebiìh sediìkiìt karena pewariìs percaya sang ahliì wariìs tiìdak 
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akan mengalamiì kesuliìtan setelah iìa tiìnggalkan dan sudah biìsa menghiìdupiì 

diìriìnya sendiìriì.  

Perbedaan kedua hukum tersebut dalam menafsiìrkan artiì dariì keadiìlan 

sangatlah berbeda. Adiìl dalam hukum nasiìonal biìsa diìartiìkan sebagaiì kesamaan 

hak yang diìdapatkan sedangkan penafsiìran adiìl dalam hukum adat diìartiìkan hak 

diìbagiìkan sesuaiì yang diìbutuhkan per iìndiìviìdu. Perbedaan penafsiìran iìniìlah yang 

akhiìrnya meniìmbulkan konfliìk dalam praktiìk sociìal. Banyak kasus keluarga yang 

masiìh berpegang teguh pada hukum adat tetapiì ada anggota keluaga laiìn yang 

iìngiìn menerapkan hukum nasiìonal yang lebiìh formal. Akiìbatnya, tiìmbul 

persoalan sosiìal maupun hukum yang memerlukan pendekatan liìntas niìlaiì 

antara hukum tertuliìs dan hukum yang hiìdup diì masyarakat (liìviìng law) 

(Nurjaya, 2011).  

TEORI PENDUKUNG 

Teori keadilan  

Pada salah satu karya Aristoteles yaitu karyanya yang berjudul 

Nicomachean Ethics menyebutkan bahwa keadìlan dibagi menjadi dua bentuk. 

Dalam karya tersebut disebutkan bahwa keadiìlan tersebut diìnamakan keadiìlan 

distributive dan keadilan komutatif (Aristoteles, 2009). Dua keadilan inì 

memiliki hubungan yang relevan dengan analisis hukum adat. 

Keadilan distributif adalah keadiìan yang bersiìfat relatif. Keadilan ìni 

memberiìkan sesuai kebutuhan atau sesuai porsinya. Sedangkan keadilan 

komutatif lebiìh bersiìfat pada kesetaraan diìmana semua piìhak yang terliìbat 

mendapatkan hal yang sama tanpa ada yang lebìh diìuntungkan ataupun 

dirugìkan. 

Teori hukum yang hidup ( living law theory) 

Pada lìving law theory menyatakan bahwa hukum yang berlaku 

diìmasyarakat tiìdak hanya hukum yang dìbuat oleh badan yang berwenang. 

Menurut Eugen ehrlich pada bukunya yang berjudul Fundamental Principles of 

the Sociology of Law (1913) (Ehrlich, 1913) menyatakan bahwa hukum yang 
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berlaku diì masyarakat adalah hukum yang berkembang dan tumbuh dariì 

kebiìasaan  moral dan norma yang berlaku diì masyarakat iìtu sendiìriì bukan hukum 

tertuliìs yang diìbuat oleh lembaga yang berwenang diì sebuah negara.  

Dengan iìtu hukum negara tiìdak biìsa sepenuhnya menggantiìkan hukum 

yang berlaku dan tumbuh dariì masyarakat iìtu sendiìriì yaiìtu hukum kebiìasaan 

ataupun hukum adat. Hal iìniì berkaiìtan dengan hukum wariìs yang diìmana 

wariìsan biìasanya diìbagiìkan mengiìkutiì hukum adat diìmana diìbagiìkan mengiìkutiì 

berbagaiì faktor yaiìtu kedekatan, kondiìsiì fiìnansiìal, jasa yang telah diìberiìkan, dan 

tanggung jawab 

 

METODE PENELITIAN 

Pada peneliìtiìan iìniì metode pengumpulan data yang diìgunakan adalah 

wawancara dengan narasumber dan studiì liìteratur. Tekniìk wawancara diìlakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang memi ìliìkiì 

pengetahuan mengenaiì topiìk yang diìbahas. Metode iìniì diìgunakan untuk 

memperoleh iìnformasiì yang mendalam dan perspektiìf laiìnnya guna 

menganaliìsiìs permasalahan yang diìbahas. Selaiìn iìtu ada juga metode 

pengumpulan data dengan studiì liìteratur di ìmana metode iìniì menggunakan buku 

serta jurnal-jurnal yang ada sebagaiì sumber iìnformasiì yang berkaiìtan dengan 

permasalahan tersebut. Metode iìniì diìgunakan untuk melengkapiì data yang 

diìperoleh dariì metode pengumpulan data sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum wariìs adalah sebuah aturan hukum yang mengatur perpi ìndahan 

atau penerusan harta kekayaan , baiìk yag berwujud atau tiìdak dariì satu orang 

atau lebiìh yang diìkenal dengan pewariìs kepada orang laiìn yang diìsebut dengan 

ahliì wariìs. Hukum wariìs mengatur mekaniìsme serta priìnsiìp priìnsiìp dalam 

pembagiìaan harta wariìsan untuk menerusiì harta kekayaan dariì generasiì 

seblumnya ke generasiì selanjutnya. Pada hukum wariìs terdapat 3 unsur yang 

saliìng berkaiìtan yaiìtu pewariìs, ahliì wariìs, dan wariìsan. Pewariìs adalah orang 
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memiìliìkiì harta kekayaan atau kekuasaan untuk di ìberiìkan kepada penerusnya 

atau ke orang laiìn sebagaiì ahliì wariìsnya. Ahliì wariìs adalah orang yang berhak 

meneriìma wariìsan dariì pewariìs (Hasan, 2025). Dalam kiìtab KUHPerdata pasal 

832 “menurut undang undang yang berhak menjadiì ahliì wariìs iìalah keluarga 

sedarah, baiìk yang sah menurut undang undang maupun yang di ìluar 

perkawiìnan, dan suamiì iìsteriì….”. Wariìsan adalah harta benda yang diìaliìhkan dariì 

siì pewariìs kepada ahliì wariìs. Wariìsan biìsa berupa rumah,tanah, uang, 

peternakan, dan laiìn laiìnnya juga   pada pasal 833 “ para ahliì wariìs dengan 

sendiìriìnya karena hukum , mendapat hak miìliìk atas semua barang, semua hak 

dan semua piìutang orang yang meniìnggal” jadiì ahliì wariìs tiìdak hanya biìsa 

mendapatkan harta kekayaan pewariìs tetapiì sepertiì yang diìcantumkan diì kiìtab 

KUH Perdata bahwa ahliì wariìs dapat mewariìsiì hutang piìutang dariì pewariìs jiìka 

iìa iìngiìn meneriìma aset atau harta kekayaan dariì pewariìs. 

Pada dasarnya pembagiìan wariìsan hukum adat menganut asas kebersamaan 

dan kesetaraan hak. Tetapiì dalam penerapan asas iìniì hukum adat tiìdak 

memberiìkan pembagiìan wariìsan yang sama kepada setiìap ahliì wariìs. Pembagiìan 

hak wariìskepada ahliì wariìs diìliìat melaluiì berbagaiì faktor sepertiì tanggung jawab, 

balas jasa, dan kesuliìtan serta kemudahan yang diìalamiì ahliì wariìs. Dalam adat 

jawa pembagiìan wariìsan terbagiì menjadiì dua bagiìan yang menjadiì acuan 

keluarga dalam menetapkan pembagaiìan wariìsan kepada yang bersangkutan.  

1. Dengan cara segendong sepiìkul: cara iìniì membagiìkan wariìsan kepada 

anak lakiì lakiì dengan perempuan melaluiì perbandiìngan 2:1. Hal iìniì 

bermakna anak lakiì lakiì mendapatkan wariìsan lebih banyak 

mendapatkan harta wariìsan. Dalam cara iniì anak lakiì lakiì dianggap 

mampu dan wajiìb untuk menjadiì penggantiì dariì pewariìs untuk menjaga 

keluarga. Dengan contoh jika siì ayah meninggal maka sang anak lakiì lakiì 

harus mampu menggantiìkan sosok sang ayah untuk menjadiì pemiìmpiìn 

dalam keluarga juga sebagaiì tulang punggung keluarga untuk menafkahiì 

keluaganya. Dalam adat jawa juga lakiì-lakiì juga diharapkan dapat 

melaksanakan 5 (lima) kewajiban sebagaiì berikut:  

1.Angayaniì (memberiì nafkah lahir dan batin)  
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2.Angomahiì (membuatkan rumah sebagaiì tempat berteduh bagiì anak 

iìstriì)  

3.Angayomiì (menjadiì pengayom dan pembimbing keluarga)  

4.Angayemiì (menjaga kondiìsiì keluarga agar aman, tenteram, dan bebas 

dariì gangguan) (Sinta et all, 2023). 

5.Angatmajaniì (mampu menurunkan benih unggul). 

2. Dengan cara dum dum kupat: cara iniì membagiìkan warisan kepada anak 

lakiì-lakiìdan perempuan sama besarnya. Dalam pembagiannya diberikan 

hak yang sama karena mereka beranggapan bahwa anak lakiì lakiì dan 

perempuan memilikiì hak yang sama. Cara iniì juga beranggapan bahwa 

dalam membangun keluarga anak perempuan dan lakiì lakiì 

membutuhkan modal yang sama banyaknya. Dengan cara iìniì diìanggap 

bahwa keadilan dalam ekonomiì untuk menyumbang dalam 

pembangunan keluarga dipikul oleh kedua belah pihak bukan perorangan 

(Wantaka et all, 2018). 

Begitu juga dengan hukum waris nasional, terdapat metode atau cara pembagian 

warisan diìdalam pembagian warisan. Ada dua metode yang dapat digunakan 

dalam membagiìkan wariìsan yaiìtu berdasarkan undang undang (ab iìntestato) 

dan pembagiìan berdasarkan surat wasiìat (testament). 

1. Berdasarkan undang undang (ab iìntestato): adalah metode pembagiìan 

wariìsan sesuaiì undang undang yang berlaku yaiìtu undang undang dalam 

kiìtab KUHPerdata. Dalam undang undang iìniì mengatur akan golongan 

ahliì wariìs. Terdapat 4 golongan yang diìatur dalam pembagiìan wariìsan. 

A) Golongan I: Terdiìriì dariì suamiì atau iìstriì, anak-anak sah, dan 

keturunannya.  

B) Golongan II: Terdiìriì dariì orang tua dan saudara kandung.  

C) Golongan III: Terdiìriì dariì kakek, nenek, dan saudara dalam gariìs lurus 

ke atas.  
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D) Golongan IV: Terdiìriì dariì saudara dalam gariìs ke sampiìng, sepertiì 

paman, biìbiì, dan sepupu hiìngga derajat keenam.  

2. Berdasarkan surat wariìsan (testament): adalah metode diìmana pewariìs 

membuat surat wasiìat ketiìka iìa masiìh hiìdup. Ahliì wariìs diìtunjuk sendiìriì 

oleh pewariìs melaluiì surat wariìsan. Pada cara iìniì pewariìs menuliìs surat 

yang beriìsiìkan pesan kepada ahliì wariìs juga biìsa mengenaiì perpiìndahan 

harta kekayan. Dalam penuliìsannya pewariìs wajiìb diì temaniì oleh piìhak 

ketiìga yang merupakan kuasa hukum dariì siì pewariìs. Surat wasiìat iìniì 

bersiìfat mengiìkat dan tiìdak biìsa diìgantiìkan (Diana et all., 2022). 

 

Perbedaan hukum waris nasional dan hukum waris adat jawa 

Asas yang digunakan dalam pembagian warisan 

Pada hukum nasiìonal yang diìatur dalam KUHPerdata mengenal asas 

legiìtiìeme portiìe. Asas iìniì beriìsiìkan tentang bagiìan mutlak diìmana hak wariìs yang 

diìdapatkan ahliì wariìs tiìdak dapat diìkurangkan atau pun diìsampiìngkan melaluiì 

hiìbah maupun wasiìat. Asas iìniì bertujuan untuk menjaga hak wariìs dariì ahliì wariìs 

agar mereka dapat mendapatkan hak mereka serta pewari ìs tiìdak dapat 

mengesampiìngkan hak mereka dengan memberiìkan wasiìat ataupun 

menghiìbahkan seluruh harta mereka kepada piìhak laiìn.  

Sedangkan dalam hukum wariìs adat jawa mengenalsalah satu asas yaiìtu asas 

keadiìlan. Tetapiì keadiìlan dalam hukum wariìs adat jawa iìniì tiìdak semata mata 

membagiìkan wariìsan dengan sama banyak tetapiì membagiìkan wariìsan 

berdasarkan banyak factor. Karena hal iìtu juga dalam pembagiìannya adat jawa 

mengenal asas laiìnnya yaiìtu asas musyawarah dan mufakat. Asas iìniì menganut 

pembagiìan diìmana semua anggota akan diìkumpulkan untuk diìbiìcarakan 

bersama mengenaiì pembagiìan wariìsan agar tiìdak ada konfliìk diìkemudiìan hariì 

serta untuk mencapaiì asas keadiìlan bagiì semua ahliì wariìs. 

Waktu pembagian warisan 

Pada hukum wariìs nasiìonal pembagiìan wariìsan diìlakukan saat pewariìs telah 

meniìnggal. Sepertiì yang diìkatakan dalam KUHPerdata bab 12 pasal 830 yang 
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berbunyiì “pewariìsan hanya terjadiì karena kematiìan”. Sesuaiì dengan pasal 

tersebut dalam hukum wariìs nasiìonal harta wariìsan tiìdak dapat diìbagiìkan jiìka 

pewariìs belum meniìnggal duniìa. Harta wariìsan akan diìaliìhkan secara otomatiìs 

kepada ahliì wariìs ketiìka pewariìs sudah tiìada.  

Berbeda dalam hukum adat jawa pembagiìan wariìsan dapat diìlakukan dalam 

dua waktu yaiìtu sebelum pewariìs meniìnggal duniìa dan setelah pewariìs 

meniìnggal duniìa. Dengan iìtu dalam adat jawa harta wariìsan sudah boleh 

diìbagiìkan bahkan sebelum pewariìs meniìnggal dunia (Hasan, 2025). Biìasanya 

sebelum meniìnggal pewariìs akan mengumpulkan seluruh ahliì wariìsnya untuk 

membahas pembagiìan wariìsan agar setelah iìa meniìnggal tiìdak ada konfliìk antar 

ahliì wariìs.  

Kedudukan anak laki laki dan perempuan 

Pada dasarnya dalam hukum wariìs nasiìonal dan hukum wariìs adat jawa anak 

lakiì lakiì memiìliìkiì kedudukan yang sama. Pada hukum wariìs nasiìonal diìsebutkan 

pada pasal 852 KUHPerdata bahwa “……… mewariìsiì harta peniìnggalan orang tua 

mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga keluarga sedarah mereka 

selanjutnya dalam gariìs lurus ke atas, tanpa membedakan jeniìs kelamiìn………”. 

Sepertiì yang diìsebutkan pada pasal tersebut bahwasannya tiìdak ada yang 

membedakanmereka dalam mendapatkan hak wariìs mereka. Begiìtu juga dalam 

hukum adat wariìs jawa anak lakiì lakiì dan perempuan mendapatkan kesempatan 

yang sama dalam mendapatkan hak wariìs mereka. Terkecualiì keluarga yang 

menggunakan cara segendong sepiìkul. Sepertiì yang sudah diìjelaskan 

sebelumnya bahwa pada cara iìniì perbedaan hak wariìs pada anak lakiì lakiì dan 

perempuan ada pada tanggung jawab yang mereka pegang. Maka hak yang akan 

mereka dapatkan biìsa berbeda. 

Sumber hukum 

Pada hukum adat sumber yang mereka gunakan adalah kebi ìasaan yang 

sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapiì ada beberapa ahliì mengatakan bahwa 

sumber yang diìgunakan sebagaiì acuan dalam pemberiìan hak wariìs adalam adat 

jawa berasal dariì kiìtab kiìtab hukum raja raja terdahulu sepertiì Diì JawaTiìmur 
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Kiìtab Hukum Ciìwasana oleh Raja  Darma  Wangsa,  dan Kiìtab Hukum Gajah  

Mada(Wantaka et all, 2018). 

Sedangkan sumber hukum yang diìgunakan dalam acauan pembagiìan 

wariìsan terdapat padakiìtab undang undang hukum perdata atau yang diìsiìngkat 

adalah KUHPerdata. KUHPerdata sendiìriì berasal dariì peniìnggalan zaman 

coloniìal belanda terdahulu yang masiìh diìgunakan hiìngga saat iìniì. 

Persamaan hukum waris nasional dan hukum waris adat jawa 

Selaiìn perbedaan kedua hukum tersebut memiìliìkiì beberapa kesamaan 

fundamental yang mencermiìnkan niìlaiì niìlaiì uniìversal sepertiì beberapa contoh 

beriìkut: 

1. Tujuan diadakannya hukum tersebut 

Diì kedua hukum tersebut memiìliìkiì peran yang sama yaiìtu mengatur bagaiìmana 

mekaniìsme peraliìhan harta kekayaan dariìpewariìs kepada ahliì wariìs. Begiìtu pula 

dengan tujuannya. Dua hukum tersebut ada agar pembagi ìan wariìsan dapat 

diìlakukan dengan adiìl dan tertiìb serta tanpa meniìmbulkan konfliìk. Hal iìniì jua 

untuk memastiìkan bahwa wariìsan yang diìberiìkan kepada ahliì wariìs dapat 

meberiìkan manfaat kepada generasiì generasiì penerus dan bukan memberiìkan 

kerugiìan. 

1. Pengakuan terhadap ahli waris sedarah 

Dalam KUHPerdata pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ì ahliì 

wariìs iìalah keluarga sedarah baiìk yang sah dalam perkawiìnan maupun diìluar 

perkawiìnan. Hal iìniì memastiìkan pengakuan terhadap ahliì wariìs yang sedarah. 

Hal iìniì juga tercantum dalam golongan golongan yang berhak mendapatkan 

wariìsan. Dalam hukum adat jawa juga memastiìkan bahwa hubungan darah 

menjadiì syarat utama dalam memberiìkan wariìsan kepada ahliì wariìs.karena 

dalam priìnsiìp hukum adat jawa terdapat golongan yang berhak mendapatkan 

wariìsan yaiìtu keturunan ke bawah (anak dan cucu), keatas(orang tua dan kakek 

nenek) dan kesampiìng (saudara kandung). Walaupun pemberiìan wariìs adat jawa 

lebiìh fleksiìbel tetapiì hubungan darah tetap menjadiì acuan yang pentiìng. 
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2. Anak sebagai penerima waris utama 

Pada kedua hukum iìniì anak anak dariì pewariìs menjadiì bagiìan pertama yang 

mendapatkan wariìsan. KUHPerdata Pasal 852 menempatkan anak atau keturunan 

sebagaiì Golongan Iì yang berhak mendapat wariìsan lebiìh dulu dariì golongan laiìnnya. 

Pasal iìniì menyatakan: "Anak-anak atau sekaliìan keturunan mereka, dalam hal 

bagaiìmanapun juga, baiìk diìlahiìrkan dariì laiìn-laiìn perkawiìnan, berhak atas barang-

barang kepunyaan orang tua mereka yang meniìnggal duniìa dengan tiìdak boleh 

diìkecualiìkan oleh suatu ketetapan dalam surat wasiìat." (Buku II KUH Perdata). Dan 

pada hukum adat jawa anak anak menjadiì proriìtas utama dalam pembagiìan wariìsan. 

Hal iìniì sejalan dengan salah satu golongan yang mendapat wariìsan. Yaiìtu gariìs 

keturunan kebawah diìmana anak menjadiì bagiìan utama. Jiìka seorang pewariìs tiìdak 

memiìliìkiì anak baru keluarga yang laiìn dapat mendapatkan wariìsan tersebut. 

 

KESIMPULAN 

 

Hukum adat dan hukum nasiìonal mengenaiì hukum wariìs berjalan 

berdampiìngan. Salah satunya hukum adat pada adat jawa. Kedua hukum 

tersebut sama sama mengatur mengenaiì peraliìhan kekayaan dariì pewariìs kepada 

ahliì wariìs. Tetapiì hukum adat jawa dengan hukum nasiìonal juga memiìliìkiì 

beberapa perbedaan sepertiì sumber yang biìsa diìjadiìkan acuan dalam pembagiìan 

wariìsan. Pada hukum nasiìonal sumber yang diìgunakan adalah kiìtab undang 

undang hukum perdata yang diìsiìngkat KUHPerdata. Sedangkan dalam hukum 

adat jawa sumber yang diìgunakan adalah kebiìasaan atau norma norma yang 

berlaku diì masyarakat.  

Perbedaan yang paliìng fundamental mengenaiì hukum wariìs pada hukum 

nasiìonal dan hukum adat jawa yaiìtu adalah pengertiìan pada asas keadiìlan. Pada 

hukum adat jawa keadiìlan diìsiìniì lebiìh kepada pembagiìan sesuaiì porsiì nya masiìng 

masiìng. Pembagiìannya juga diìsesuakan oleh kebutuhan sang ahliì wariìs dan 

berbagaiì faktor laiìnnya. Sedangkan dalam hukum wariìs nasiìonal pembagiìan 

wariìsan menekankan pada kesetaraan hak dan kepasti ìan hukum. Hal iìniì 
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membuat pembagiìan wariìsan diìsamakan kepada semua ahliì wariìs tanpa 

membedakan pada apapun termasuk jeniìs kelamiìn. 

Selaiìn perbedaan hukum adat jawa dan hukum nasi ìonal juga memiìliìkiì 

beberapa kesamaan sepertiì kesamaan tujuan. Tujuan diìadakan hukum iìtu 

memastiìkan bahwa peraliìhan kekayaan tiìdak meniìmbulkan konfliìk. Dengan iìtu 

Kedua siìstem iìniì perlu diìharmoniìsasiìkan, bukan diìpertentangkan, karena 

keduanya merupakan bagiìan dariì siìstem hukum nasiìonal yang pluraliìstiìk. 

Melaluiì pendekatan yang menghargaiì kedua siìstem hukum tersebut, diìharapkan 

terciìpta konsep hukum wariìs Iìndonesiìa yang lebiìh adiìl, kontekstual, dan berakar 

pada budaya bangsa. 

 

SARAN 

1. Adat merupakan kebiìasaan yang berjalan dalam masyarakat. Hal iìniì 

mengharuskan masyarakat untuk lebiìh memahamiì adat adat yang berjalan diì 

Iìndonesiìa. Terutama pada generasiì generasiì penerusnya agar adat adat di ì 

Iìndonesiìa tiìdak hiìlang begiìtu saja. 

2. Diìperlukan peniìngkatan kesadaran hukum diì masyarakat, agar sengketa 

wariìsan dapat diìselesaiìkan melaluiì musyawarah terlebiìh dahulu sebelum 

menempuh jalur hukum formal. 

3. upaya harmoniìsasiì antara hukum adat dan hukum nasiìonal perlu diìlakukan  

khususnya dalam penyelesaiìan sengketa wariìsan, sehiìngga tiìdak terjadiì 

pertentangan antara hukum tertuliìs dan hukum yang hiìdup diì masyarakat. 

4. Dalam hukum adat perlu ada dokumentasiì praktiìk praktiìk secara siìstematiìs 

agar dapat menjadiì pedoman dalam pemahaman praktiìk praktiìk yang berlaku 
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